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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat

antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 04 April 1993,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Poso,
Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik
pada alamat email: PENGGUGAT2232@gmail.com,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, S.H.,
dan XXX, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor
Hukum XXX, SH & Partner beralamat di XXX,
Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan
domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November
2024 yang telah diregistrasi oleh Plh. Panitera
Pengadilan Agama Poso nomor 47/A-K/X1/2024 tanggal
11 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir XXX, 19 September 1987,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Poso, Provinsi

Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik
melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat gugatannya tanggal 11
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada
tanggal 11 November 2024 dengan register perkara  nomor
185/Pdt.G/2024/PA.Pso, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin,
tanggal 19 November 2018 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama
kecamatan Lore Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah: B-
127/Kua.22.02.07/Pw.01.1/09/2024. Tertanggal 17 September 2024.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah pribadi selama kurang lebih 5 tahun lamanya,Kemudian
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
harmonis dan belum dikaruniai seorang Anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak awal bulan januari tahun 2022 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat
b.  Tergugat Sering berkata — kata kasar kepada Penggugat.
c. Tergugat tidak beperilaku layaknya Kepala Rumah Tangga.
d. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi kurang lebih sejak tahun 2023 dimana pada saat itu terjadi
perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat
mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan yang meninggalkan

kediaman bersama adalah Penggugat.
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6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah,Tergugat tidak lagi
memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Ketentuan hukum yang berlaku;
Subsider :
Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili
kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana yang
tertera dalam surat gugatan melalui dokumen asli yang ditunjukkan Penggugat

yang ternyata sesuai;
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Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan
Penggugat pada persidangan dengan dokumen vyang telah diunggah
Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak
berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi surat keterangan domisili nomor 470/08/KST/XI/2024

atas nama PENGGUGAT, tertanggal 5 November 2024, yang

dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten

Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Duplikat  Kutipan Akta  Nikah  nomor  B-

127/Kua.22.02.07/Pw.01.1/09/2024 tertanggal 17 September 2024,

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah,

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi
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1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX,
Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Teman
Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 tahun lamanya
kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan Januari tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah
Tangga serta berkata-kata kasar kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Tergugat memukul
Penggugat kadang di badan kadang di bagian kepala dan setiap
terjadi pertengkaran selalu mengucapkan kata kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat
mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat
sebagai Pedagang berkomunikasi dengan banyak orang namun
Tergugat malah cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah
kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Poso, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah kediaman bersama kemudian berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak bulan Januari tahun 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT dengan memukukl

Penggugat serta sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
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- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat
memukul Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran mengucapkan
kata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat
pencemburu;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat sebagai
pedagang banyak bertemu dan berkomunikasi dengan banyak orang
malahan Tergugat cemburu kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar bahkan pada malam haripun sering bertengkar sehingga
Penggugat dan Tergugat sudah di suruh pindah dari kost tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah
kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil
karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Tergugat tidak
dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah = mengajukan
kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar

perkaranya segera diputuskan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan
Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah
kewenangan Pengadilan untuk mengadili a quo dan kedudukan hukum (legal
standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhXXXn identitas Penggugat dan
Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata
Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Poso, selain itu perkara yang
diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal
4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
menikah secara sah dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka berdasarkan
Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa
Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (legal standing) untuk
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso
kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis,
dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama
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Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini
disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dipanggil melalui domisili elektronik
sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA
(Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022,
sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Penggugat telah
memberikan kuasa yang tertuang dalam surat kuasa khusus kepada XXX, S.H.,
dan XXX, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum XXX, SH & Partner
beralamat di XXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili
elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 3 November 2024 yang telah diregistrasi oleh PIh. Panitera
Pengadilan Agama Poso nomor 47/A-K/XI/2024 tanggal 11 November 2024,
maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa tersebut
agar dapat dipastikan adanya unsur kelayakan atau tidak kehadiran kuasa
hukum untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi
Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat
Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi serta telah
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan
keabsahan Advokat penerima kuasa, Hakim perlu memaparkan ketentuan
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hukum dan peraturan perundang-undangan terkait yang selanjutnya dijadikan
landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 RBg, setiap orang yang
berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau
wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-
pihak yang berperkara dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai
dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang
dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 yang mengatur
tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut
secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut
kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan
menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur
ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan
surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa
bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk
menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, sehingga dalam
hal ini surat kuasa harus bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan penerima kuasa yang dalam
surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan
landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa
atau wakil dari para pihak di Pengadilan adalah Advokat, dan sesuai dengan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan
bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa
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hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk
bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang
menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhXXXn dan mempelajari
syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait keabsahan surat
kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa
khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim menilai surat kuasa
tersebut sah dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili Penggugat dalam
perkara ini untuk membela kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fikih
dalam kitab lanatuth thalibin halaman 238 yang dalam hal ini diambil alih

sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :
odzall e gl alas it 9 OIS Ols Wl e WL e slasll

s ol sleis
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Artinya : Mengadili atas Tergugat yang ghoib dari wilayah yurisdiksi walaupun
berada di luar wilayah hukumnya atau Tergugat tidak hadir dalam
persidangan sebab tawari atau ta’azuz adalah diperbolehkan, kecuali
dalam perkara pidana, apabila Penggugat mempunyai hujjah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang
tercantum dalam kitab Ahkamul Qur’an juz Il halaman 405 yang diambil alih

sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

o 5>

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian
tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang
dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat
mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat

b. Tergugat Sering berkata — kata kasar kepada Penggugat

c¢. Tergugat tidak beperilaku layaknya Kepala Rumah Tangga

d. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan
dan puncaknya sejak tahun 2023 atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Penggugat tetap bersabar dan
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri
pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang
perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e)
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun
2019 dan juga berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 SEMA
(Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan
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Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa
“pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui
proses pembuktian”, maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang
menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat yang
aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik (vide:
Pasal 1868 KUH Perdata), bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3
ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang
Bea Meterai, telah dicap pos (hazegelen), cocok dengan aslinya (vide: Pasal
301 R.Bg, jo. Pasal 1888 KUH Perdata), dan relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat serta tidak terdapat sesuatu yang membatalkan
bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna
(voilledig) dan mengikat (bindende) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal
1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan
persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, sebelum memberikan
keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya
sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, dan tidak ada larangan untuk
menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, jo. Pasal 1910 KUH Perdata, jo.
Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan secara
materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan
keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, adalah peristiwa
yang dilihat, diketahui dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut serta
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan saling
bersesuaian satu dengan yang lain, maka secara materiil keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, sehingga keterangan
saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi surat
keterangan domisili atas nama Penggugat yang menerangkan tentang identitas
Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka
secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso mempunyai kewenangan
untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat
adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2018, hal tersebut
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan
Penggugat tersebut diatas, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti
bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman
terakhir di rumah bersama, dan selama membina rumah tangga Penggugat dan
Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
Penggugat, maka Hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti bahwa sejak
bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat
sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai sifat
cemburu yang berlebihan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi
kedua Penggugat sebagaimana keterangannya dalam duduk perkara diatas,
maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan,
dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang
dihadirkan Penggugat, maka Hakim berpendapat patut dinyatakan terbukti
bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan
Penggugat, maka Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa pihak
keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum
dikaruniai anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan
KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada
Penggugat, dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

4. Bahwa puncaknya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Penggugat
dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat ketentuan
bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara
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suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam memuat ketentuan bahwa salah satu alasan perceraian adalah
sebagaimana huruf (f) pasal tersebut yaitu antara suami dan istri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama
angka 1 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat
ketentuan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan
ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran
hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh)
bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah
tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak
dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
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bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan
batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu syariat Islam
mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan
permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin
dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan gaidah fighiyah yang
diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai
berikut :

dlaall cl> Gle phio suwlisll s )5

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan;
Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang
termaktub dalam kitab Al-Fighul Islami Wa Adilatuhu juz VIl halaman 529 yang
diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai

berikut :
logins 909 TV p& o lall jzes JlrYl was 3]s
a5l aalla,

Artinya: apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim

sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat
menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil yang
termaktub dalam kitab Fighus Sunnah juz 1l halaman 29 yang diambil alih

sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :
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Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap
isteri misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan
perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga
menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi
isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak
tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang
dikaitkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian
sebagaimana ketentuan yang termuat dalam peraturan-peraturan diatas, maka
Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah cukup alasan dan memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu
perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Poso adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut
dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar
pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di
bawah ini;

MemperhXXXn pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh
Muhammad Rifai, S.H.l., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama
Poso, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fausiah, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Rifai, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Fausiah, S.Ag
Perincian biaya :

- PNBP ‘Rp 60.000,00
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- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 28.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
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